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ABSTRAK

Bahwa di dalam perjanjian sewa - menyewa dimasukkan klausula mengenai
Force Majeure dengan tujuan agar para pihak mengerti pembatasan antara
kelalaian yang disebabkan oleh para pihak itu sendiri dan kelalaian yang terjadi
karena keadaan yang memaksa. Atas dasar tersebut penelitian hukum ini
bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa hakekat Force Majeure dalam
perjanjian sewa menyewa dan pengaturan risiko akibat Force Majeure dalam
perjanjian sewa menyewa.

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif
berdasarkan undang-undang dan kepustakaan yang mendukungnya sehingga
diperoleh informasi yang mengatur dan menjelaskan karakteristik Force Majeure
dalam perjanjian sewa - menyewa.dari berbagai aspek dari tinjauan peraturan –
peraturan hukum perikatan

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa sewa menyewa adalah suatu
perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan
kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan
pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir itu. Bahwa
Force majeure atau yang sering diterjemahkan sebagai “keadaan memaksa”
merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan
prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya
kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan
kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beriktikad
buruk. Force majeure memiliki 3 kondisi. Pertama karena sebab tidak terduga
(Pasal 1244 BW) sehingga yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam
melaksanakan kontrak dan bukan termasuk dalam kategori wanprestasi kontrak.
Kedua karena keadaan memaksa dimana debitur dianggap dalam keadaan force
majeure sehingga dia tidak perlu bertanggung jawab atas tidak dilaksanakannya
kontrak adalah jika tidak dipenuhinya kontrak tersebut disebabkan oleh keadaan
memaksa (Pasal 1245 BW). Ketiga karena masing-masing perbuatan tersebut
dilarang yaitu Apabila ternyata perbuatan (prestasi) yang harus dilakukan oleh
debitur ternyata dilarang (oleh perundang-undangan yang berlaku), maka kepada
debitur tersebut tidak terkena kewajiban membayar ganti rugi (Pasal 1245 BW).

Kesimpulannya bahwa pengaturan force majeure dalam hubungan ganti rugi
force majeure sangat erat hubungannya dengan masalah ganti rugi dari suatu
perjanjian sewa-menyewa. Force majeure membawa konsekuensi hukum
hilangnya atau tertundanya kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan prestasi
yang terbit dari suatu kontrak dan juga membebaskan para pihak untuk
memberikan ganti rugi akibat tidak terlaksananya kontrak yang bersangkutan.
Force majeure dalam kontrak sewa-menyewa terdapat dalam Pasal 1553 BW.
Selengkapnya berbunyi: “ jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sama
sekali musnah karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka kontrak sewa-
menyewa tersebut gugur demi hukum ”

Kata kunci: Force major, perjanjian, sewa-menyewa



ABSTRACT

Whereas in the lease agreement a clause concerning Force Majeure is
included with the aim that the parties understand the limitations between the
negligence caused by the parties themselves and the negligence that occurs due to
forced conditions. Based on that, this legal research aims to find out and analyze
the nature of Force Majeure in the lease agreement and risk management due to
Force Majeure in the lease agreement.

This legal research uses a normative juridical approach method based on
the law and literature that supports it so that information is obtained that
regulates and explains the characteristics of Force Majeure in the lease
agreement. From various aspects of the review of the binding legal regulations

The results of this study explain that a lease is an agreement, with which
one party binds itself to provide enjoyment of an item to another party for a
certain period of time, with payment of a price agreed by the latter party.
Whereas Force majeure or often translated as "force situation" is a condition
where a debtor is prevented from carrying out his achievements because an
unexpected condition or event at the time of the contract is made, the condition or
event cannot be accounted to the debtor, while the debtor is not in a state bad
intention. Force majeure has 3 conditions. First, because of unexpected reasons
(Article 1244 BW), which causes failure in carrying out the contract and is not
included in the category of contract defaults. Second, because of a forced
situation in which the debtor is considered to be in a force majeure state so that
he does not need to be responsible for not carrying out the contract, if the
contract is not fulfilled due to a forced condition (Article 1245 BW). Third,
because each of these acts is prohibited, if it turns out that the act (achievement)
that must be carried out by the debtor is apparently prohibited (by the applicable
legislation), then the debtor is not subject to the obligation to pay compensation
(Article 1245 BW).

The conclusion is that the arrangement of force majeure in a force
majeure compensation relationship is closely related to the problem of
compensation from a lease agreement. Force majeure carries legal consequences
for the loss or postponement of obligations to carry out the performance issued
from a contract and also frees the parties to provide compensation due to non-
performance of the relevant contract. Force majeure in the lease contract is
contained in Article 1553 BW. The full reads: "if during the rental period, the
item rented is completely destroyed because of an unintentional event, then the
lease contract will be void by law"

Keywords: Force major, agreement, lease


